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ABSTRACT
Cooperative in Indonesia today is inseparable from the possibility of a criminal act, one 
criminal offense related banking licenses. Conflicts occur in the setting of norms of criminal 
responsibility in the cooperative banking activities without a license, where the Cooperatives 
Act only regulates the sanctions administrtif for cooperatives, but cooperative management is 
not subject to criminal sanctions, while the Banking Act regulated the criminal sanctions for 
the management / leadership of the cooperative. Based on this background, the didapatlah 
formulation of the problem, namely: 1) How is criminal responsibility in case of banking 
criminal acts without permission undertaken by cooperatives 2) Who is responsible for 
committing a crime when the cooperative banking without permission.This research is a 
normative legal research. The data used in this study include primary and secondary data. 
Data collection techniques used is literature study technique using a systematic method 
through the card system. Legal materials analysis techniques used are descriptive analysis 
technique, argumentation technique, interpretation and analysis techniques. Of overall 
relevant data will be processed and analyzed in a way compiling such data systematically 
and selectively, then the data is analyzed in terms of the descriptions are accompanied by 
an explanation of the theories of law.These results indicate that the cooperative actions that 
can be accounted for criminal is a criminal offense embezzlement, criminal fraud, banking 
criminal acts and corruption. As for the banking criminal acts that can be performed by 
the cooperative is a criminal offense related banking licenses, in which for the moment in 
its criminal liability still refers to the Banking Act which provide criminal sanctions for 
those who give orders / leader. While the parties responsible for committing a crime if the 
cooperative banking without permission is a cooperative management.
Key words : Cooperative, Criminal Liability, Banking Crimes Without Permission.
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I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Setelah Perang Duna II berakhr, 
konsentras masyarakat telah berpusat pada 
pengembangan ekonom global.Pada Tahun 
1970-an masyarakat Internasonal telah 
menunjukkan pengembangan ekonom 
yang cukup pesat, namun juga membawa 
suatu permasalahan baru yang serus yatu 
kesenjangan ekonom yang semakn tajam 
antara kesejahteraan dan kemajuan yang 
dcapa oleh negara-negara maju dengan 
negara-negara berkembang. Negara maju 
terdr dar 20 persen penduduk duna, 
menikmati sekitar ⅔ penghasilan dunia. 
Sementara negara-negara berkembang yang 
berpopulas 50 persen dar penduduk duna, 
menikmati sekitar ⅛ pendapatan dunia, dan 
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negara-negara mskn yang berpenduduk 
sektar 30 persen dar penduduk duna hanya 
menkmat 3 persen dar pendapatan duna.2
Indonesa sebaga salah satu negara 
berkembang, berdasarkan penjelasan d atas 
hanya menikmati ⅛ dari pendapatan dunia. 
Ketmpangan n membuat Pemerntah 
Indonesa termotfas untuk semakn 
menggatkan perekonoman Indonesa. Salah 
satu cara untuk menggatkan perekonoman 
tersebut adalah dengan menunjang kaum yang 
ekonomnya lemah agar dapat memperbak 
ekonomnya dan hdup mandr. 
Koperas ddrkan untuk melakukan 
usaha perbakan tngkat kehdupan ekonom 
dar orang-orang yang berasal dar kelompok 
pekerja atau orang-orang yang jatuh 
mskn sebaga akbat pelaksanaan sstem 
kaptalsme.3 Koperas dpandang sebaga 
usaha yang dapat membantu perbakan 
tngkat kehdupan ekonom dkarenakan pada 
hakkatnya Koperas membantu berdasakan 
asas tolong menolong. 
Secara etmolog, koperas berasal dar 
kata dalam bahasa Inggrs yatu cooperatives: 
merupakan gabungan kata co dan operation. 
Dalam bahasa Belanda dsebut cooperatie, 
yang artnya adalah kerja bersama. Dalam 
bahasa Indonesa dlafalkan menjad 
koperas.4
Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian memberikan definisi koperasi 
sebaga badan usaha yang beranggotakan 
orang seorang atau badan hukum koperas 
dengan melandaskan kegatannya ber-
dasarkan prnsp koperas sekalgus sebaga 
gerakan ekonom rakyat yang berdasarkan 
atas asas kekeluargaan.
Namun serng dengan berjalannya 
waktu, banyak koperas yang tdak 
menjalankan usahanya dengan menggunakan 
asas kekeluargaan. Koperas dtenggara 
banyak melakukan praktek perbankan yang 
jelas-jelas melanggar Pasal 1 ayat 2 UU 
No.7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang 
Perbankan yang menerang-kan bahwa hanya 
nstntus perbankan yang dperbolehkan 
untuk menympan dana phak ketga dan 
menyalurkan kredt ke masyarakat.5 
Tndak pdana yang berkatan dengan 
perznan n datur dengan tegas dan jelas 
dalam UU No. 10/1998 jo. UU No.7/ 1992 
tentang Perbankan pada Pasal 16, Pasal 
18, dan Pasal 20. Sedangkan tndak pdana 
yang berkatan dengan pendran bank tanpa 
zn (bank gelap) dapat dtemukan dalam 
Pasal 46 UU No. 10/1998 jo. UU No.7/ 
1992  tentang Perbankan yang menyatakan 
bahwa barangsapa menghmpun dana dar 
masyarakat dalam bentuk smpanan tanpa 
zn usaha dar pmpnan Bank Indonesa 
dapat dancam pdana penjara denda. Badan 
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, 
2 Bulajc, Mlan, 1998, Principles of International 
Development Law, Martnus Njhoff Publshers, The 
Netherlands, page. 20-23, dkutp dar Ll Rasjd, 
Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, 
Mandar Maju, Bandung, hlm.170.
3 Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtar, Nada 
Maulsa Banemay, 2005, Hukum Koperasi 
Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm.14.
4 Ibid, hlm.15.
5  I Gede Hartad Kurnawan, 2013, Tindakan Koperasi 
Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan 
Tindak Pidana, dkutp dar http://ejurnal.esaunggul.
ac.d/ndex.php/Lex/artcle/vew/348. dakses pada 
tanggal 26 Januar 2015.
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perserkatan, yayasan atau koperas, 
penuntutan dapat dlakukan bak terhadap 
mereka yang member  perntah melakukan 
perbuatan tu atau yang bertndak sebaga 
pmpnan dalam perbuatan tu atau terhadap 
kedua-duanya.
Penjabaran Pasal 46 tersebut 
menyatakan Koperas juga dapat dkatakan 
melakukan tndak pdana perbankan terkat 
perznan dan yang dapat dkenakan sanks 
pdana adalah bag mereka yang member 
perntah maupun yang bertndak sebaga 
pmpnan. Sehngga dalam pasal n secara 
tersrat menjabarkan bahwa Koperas 
merupakan bagan dar Korporas dan juga 
sebaga subyek hukum yang dapat dkenakan 
pdana.
Pertanggung Jawaban Pdana 
merupakan syarat-syarat yang dperlukan 
untuk mengenakan pdana pada seseorang 
pembuat tndak pdana.6 Sayangnya 
pertanggungjawaban pdana kopers yang 
melakukan tndak pdana perbankan tanpa 
jn akan mengalam kesultan  karena 
adanya konflik norma yang diatur dalam 
UU No.25/1992 tentang Perkoperasan 
dengan UU No.7/ 1992 jo. UU No. 
10/1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 
47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasanyang hanya 
mengatur mengena sanks admnstratf 
berupa pembubaran koperas sedangkan 
mengena phak-phak koperas yang dapat 
bertanggungjawab apabla melakukan 
tndak pdana perbankan tanpa jn tdak 
datur dalam UU Perkoperasan tersebut. 
Hal n sangat jauh berbeda dengan sanks 
yang dcantumkan dalam Pasal 46 UU No.7/ 
1992jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan 
yang memberkan sanks pdana kepadaphak-
phak koperas yang melakukan tdak pdana 
perbankan yatu yang member perntah 
melakukan perbuatan tu atau yang bertndak 
sebaga pmpnan harus bertanggung jawab. 
Hal n membuat penuls tertark untuk 
mengkaj dan menelt lebh lanjut mengena 
“Pertanggungjawaban Pdana Koperas 
Dalam Tndak Pdana Melakukan Kegatan 
Perbankan Tanpa Ijn”
1.2. Rumusan Masalah
1 Bagamanakah pertanggung-jawaban 
pdana blamana terjad tndak pdana 
perbankan tanpa jn yang dlakukan 
oleh koperas?
2. Sapakah yang bertanggungjawab 
blamana koperas melakukan tndak 
pdana perbankan tanpa jn?  
1.3.  Tujuan
Adapun tujuan dar dlaksanakannya 
peneltan n yatu :
1. Untuk menganalss dan 
mendeskrpskan pertanggungjawaban 
pdana blamana terjad tndak pdana 
perbankan tanpa jn yang dlakukan 
oleh koperas,
2. Untuk menganalss dan mengkrts, 
sapa phak yang bertanggungjawab 
dalam hal koperas melakukan kegatan 
tndak pdana perbankan tanpa jn.
6 Charul Huda, 2006,Dari‘Tiada Pidana 
Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, 
Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, hlm.64.
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II. METODE PENELITIAN
2.1.  Jenis Penelitian
Dalam peneltan pertanggungjawaban 
pdana koperas dalam tndak pdana 
melakukan kegatan perbankan tanpa jn, 
tpe peneltan yang dgunakan adalah 
peneltan hukum normatfatau peneltan 
hukum dogmatk (dogmatic law research).
2.2.  Jenis Pendekatan
Pendekatan yang dgunakan adalah 
pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan hstors (historical approach) 
dan perundang-undangan (statute approach). 
Pendekatan kasus ddasarkan pada semakn 
bermunculannya tndak pdana perbankan 
yang dapat dlakukan oleh koperas yang 
melanggar peraturan perundang-undangan 
(UU Koperas dan UU Perbankan). Selan 
tu pendekatan perundang-undangan juga 
dgunakan karena dalam peneltan n akan 
dkaj secara detal dan jelas mengena 
perundangan-undangan yang terkat dengan 
penyelesaan permasalahan tndak pdana 
perbankan yang dlakukan oleh koperas.
2.3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dalam peneltan n 
terdr dar tga jens yatu bahan hukum 
prmer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum terser. 
Bahan hukum prmer yang dmaksud 
adalah bahan hukum yang memlk kekuatan 
mengkat7. Adapun bahan hukum tersebut 
sepert:
1. Undang-Undang Dasar Negara 
Republk Indonesa Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
sebagamana telah dubah dengan 
UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan
4. Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mkro, Kecl, dan Menengah
5. Peraturan Menter Negara Koperas 
dan Usaha Kecl dan Menengah Nomor 
7/PER/M.KUKM/IX/2011 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pengembang-
an Koperas Skala Besar.
6. Peraturan Menter Negara Koperas 
dan Usaha Kecl dan Menengah Nomor 
21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pengawasan 
Koperas Smpan Pnjam dan Unt 
Smpan Pnjam Koperas
7. Peraturan Menter Negara Koperas dan 
Usaha Kecl dan Menengah Nomor 20/
PER/M.KUKM/XI/2008 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penlaan Kesehatan 
Koperas Smpan Pnjam dan Unt 
Smpan Pnjam Koperas.
8. Putusan Nomor: 31/ PID.B/2013/
PN.MTR Pengadlan Neger Kelas IA 
Mataram, dengan terdakwa Ida Bagus 
Gede Wrad-nyana, SE mengena 
kasus tndak pdana perbankan yang 
dlaku-kan oleh Koperas Smpan 
Pnjam Karya Mandr Sejat.
Bahan hukum sekunder yang 
dgunakan berupa bahan-bahan hukum yang 
dapat memberkan kejelasan terhadap bahan 
hukum prmer. Bahan hukum sekunder yang 
dpergunakan dalam peneltan n sepert 
hasl peneltan, hasl karya para pakar 
dbdang hukum bak dalam buku-buku 
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maupun lteratur, tess, dsertas, jurnal, 
makalah, majalah dan Koran. 
Bahan hukum terser yang dgunakan 
dalam peneltan n sepert enskopleda 
dan kamus hukum yang dapat menunjang 
dan memperjelas bahan hukum prmer dan 
bahan hukum sekunder.
1.1. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Dalam peneltan n dgunakan teknk 
pengumpulan bahan hukum berupa stud 
kepustakaanyang merupakan bahan hukum 
utama peneltan yang dkumpulkan melalu 
metode sstemats dengan dcatat melalu 
sstem kartu (card system) gunauntuk lebh 
memudahkan analss per-masalahan. 
1.2. Teknik Analisis Bahan Hukum
Untuk dapat menganalss bahan-bahan 
hukum yang telah terkumpul, peneltan 
n menggunakan teknk analss deskrps, 
teknk argumentas, dan teknk analss 
nterpretas. Teknk deskrps yatu peng-
gambaran/uraan apa adanya tehadap suatu 
konds atau poss dar propos-propos 
hukum atau non hukum. Dalam teknk 
argumentas dberkan penlaan terhadap 
bahan hukum dar hasl peneltan untuk 
selanjutnya dtemukan kesmpulannya. 
Sedangkan teknk nterprestas dgunakan 
sebaga penafsran dalam lmu hukum bak 
dalam peneltan n dgunakan penafsran 
secara sstemats dengan menelaah apakah 
penjelastan dalam UU Perbankan dapat 
menyelesakan kasus tndak pdana 
perbankan yang dlakukan oleh Koperas, 
serta penafsran ekstensf dmana yang 
dmaksud adalah penafsran memperluas, 
yatu memperluas pengertan atau stlah 
yang ada dalam suatu undang-undang.8 
Dalam hal n khusunya UU Perbankan dan 
UU Perko-perasan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Pertanggungjawaban Pidana oleh 
Koperasi
Dalam hal perbuatan hukum, merupakan 
kejahatan atau suatu tndak pdana apabla 
actus reus tndak pdana tersebut dlakukan 
oleh manusa sebaga pelaku tndak pdana 
tu (pengurus). Berdasarkan pemahaman 
tersebut, maka tdak seharusnya sstem 
pertanggung-jawaban pdana yang danut 
adalah bahwa hanya korporas yang harus 
memlkul pertanggungjawaban p-dana, 
sedangkan manusa pelakunya dbebaskan. 
Sama halnya dengan koperas, pengurus 
koperas tdak boleh dbebaskan begtu saja 
ketka telah melakukan tndak pdana.
Dalam Teor Badan Hukum, 
selan manusa, badan hukum juga 
dpandang sebaga subyek hukum. Hal 
nlah yang menjad dasar pembenar dar 
pertanggungjawaban pdana oleh koperas. 
Koperas sebaga badan hukum dapat kta 
lhat dalam penjabaran Pasal 1 ayat (1) 
bahwa Koperas merupakan badan usaha 
yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.
Pertanggungjawaban pdana oleh 
koperas juga tdak terlepas dar teor 
pertanggungjawaban pdana. Dalam 
8 Amruddn dan Zanal Askn,Pengantar Metode 
Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm.166.
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pertanggungjawaban pdana, adanya 
kesalahan merupakan unsur mutlak yang 
bsa mengakbatkan dmntakannya per-
tanggungjawaban pdana dar s pelaku 
delk. Pertanggungjawaban pdana atau 
criminal responsibility artnya orang yang 
telah melakukan suatu tndak pdana belum 
berart harus dpdana. Ia harus mem-
pertanggungjawabkan perbuatan yang telah 
dlakukannya jka dtemukan unsur kesalahan 
pada-nya9 karena suatu tndak pdana tu 
terdr dar a criminal act (actus reus) dan 
a criminal intent (mens rea).10 Actus reus 
atau guilty act dan mens rea atau guilty mind 
n mutlak ada untuk pertanggung-jawaban 
pdana.11 Pengecualan prnsp actus reus 
dan mens rea n ada pada delk yang bersfat 
strict liability, d mana mens rea tdak perlu 
dbuktkan.12
Permasalahan pertanggung-jawaban 
koperas sebaga korporas pelaku tndak 
pdana adalah suatu hal yang tdak sederhana, 
mengngat koperas adalah badan hukum. 
permasalahan n berpangkal pada adanya 
asas tada pdana tanpa kesalahan. Kesalahan 
adalah mens rea atau skap kalbu yang secara 
alamah hanya ada pada orang alamah. 
Oleh sebab tu, hanya manusa alamah 
yang bsa dmntakan pertanggungjawaban 
pdana. “Since the corporation has a legal 
personality, that it can be criminally liable 
ini the same way that a normal person can”13 
Karena korporas danggap sebaga orang, 
yang mempunya organ layaknya manusa 
alamah, maka korporas harus danggap 
mempunya skap kalbu atau dpandang 
sebaga manusa basa.
Koperas merupakan badan hukum 
yang dapat djadkan subyek hukum pdana. 
Terlepas dar pendapat pro dan kontra, 
berbaga perturan perundang-undangan 
d luar KUHP telah mengatur mengena 
pertanggungjawaban korporas. Koperas 
sebaga subyek hukum pdana, dapat 
dbebankan pertanggungjawaban pdana 
bak tu pada koperas yang melakukan 
tndak pdana, maupun membebankan 
pertanggungjawaban pdana secara vkarus 
kepada koperas, maka kemungknan yang 
dapat terjad adalah manusa pelakunya 
(pengurus koperas) yang harus memkul 
pertanggungjawaban pdana, sedangkan 
koperasnya bebas.
Hal nlah yang mash danut 
dalam KUHP dan ngn dtnggalkan. 
Berbeda dengan UU No.25/1992 tentang 
Perkoperasan belum datur lebh lanjut 
mengena ketentuan pertanggungjawaban 
pdana bag pengurus koperas yang 
melakukan tndak pdana. Sehngga apabla 
suatu koperas melakukan tndak pdana, 
UU Perkoperasan hanya mampu untuk 
memberkan sanks admnstras yatu berupa 
pencabutan jn dar koperas tersebut namun 
tdak ada pemdanaan lebh lanjut yang 
datur mengena pengurus koperas yang 
9 Suharto R.M, 2004, Hukum Pidana Materiil: 
Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106
10 Robert W. Emerson, 2004, Business Law, 
Barron’s, New York, Page.409
11 Paul Dobson, 2008, Nutshells Criminal Law, 
Sweet & Maxwell, London, Page.18
12 Roger Geary, 2002, Understanding Criminal 
Law, Cavendsh Publshng Lmted, Oregon, 
USA, Page.7
13 Emily Finch and Stefan Fafinski, 2011, Criminal 
Law,  Pearson Educaton, England, Page.124.
357
Magister Hukum Udayana •  Jul 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL) Vol. 4, No. 2 : 351- 361
melakukan tndak pdana sehngga apabla 
hanya mengandalkan UU No.25/1992 
tentang Perkoperasan maka pengurus 
dapat dbebaskan dar pertanggungjawaban 
pdananya.
Dsnlah peran Teor Harmonsas 
Hukum dalam menyelesaikan kasus konflik 
norma yang terjad dalam UU Perkoperasan 
dan UU Perbankan. Berdasarkan teor 
harmonsas hukum, maka snkronsas suatu 
peraturan perundang-undangan dapat dlhat 
dar harmonsas vertkal dan harmonsas 
horzontal. Apabla menganalss berdasarkan 
hamonsas vertkal maka akan dlhat apakah 
UU No.25/1992 tentang Perkoperasan dan 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan datasnya sepert UUD 1945 
dan KUHP. Sedangkan dalam harmonsas 
horzontal, UU No.25/1992 tentang 
Perkoperasan akan dbandngkan dengan 
berbaga peraturan perundang-undangan 
yang setara dengan UU Perkoperasan.
Secara harmonsas horzontal, UU 
Perkoperasan dan UU Perbankan mash 
terdapat konflik norma. Seperti yang telah 
djelaskan sebelumnya, walaupun dalam UU 
Perbankan dbentuk karena mengngat UU 
Perkoperasan, namun ketentuan mengena 
pertanggungjawaban pdana koperas apabla 
melakukan tndak pdana khususnya tndak 
pdana perbankan terkat perjnan mash 
berbeda atau dsharmonsas. Hal tersebut 
dapat dlhat dar adanya pemdanaan bag 
pemmpn/ atau orang yang memberkan 
perntah pada koperas dapat dkenakan 
pdana apabla melakukan kegatan 
perbankan tanpa jn (Pasal 46 ayat (2)). 
Sedangkan dalam UU Perkoperasan, tdak 
terdapat sanks pdana bag pmpnan (dalam 
hal n adalah pengurus) yang melakukan 
kegatan perbankan tanpa jn. Pasal 47 
UU No.25/1992 hanya memberkan sanks 
admnstratf bag koperas yatu berupa 
pembubaran koperas. Perbedaan ketentuan 
n tentunya akan sangat berbahaya 
mengngat maraknya kasus koperas yang 
melakukan tndak pdana perbankan tanpa 
jn saat n, sedangkan masyarakat tentu 
saja mengngnkan keadlan yang setngg-
tnggnya.
Untuk mencar jawaban atas 
dsharmonsas peraturan perundang-
undagan tersebut, maka asas-asas/ prnsp-
prnsp lex posteriori derograte legi priori 
(peraturan perundang-undangan yang baru 
mengesampngkan peraturan per-undangan-
undangan yang terdahulu), dan lex specialis 
derograte legi generali (peraturan yang lebh 
khusus sfatnya mengalahkan peraturan 
yang lebh umum) dapat dgunakan. Apabla 
kta melhat waktu dbentuknya peraturan 
perundang-undangan, maka UU No.7/1992 
jo. UU No.10/1998 tentang Perbankan 
berada datas UU No.25/1992 tentang 
Perkoperasan. Hal tersebut dkarenakan 
UU Perbankan yang berlaku saat n lebh 
baru dan lebh mengkut perkembangan 
perekonoman saat n sehngga tdaklah 
salah apabla hakm menggunakan UU 
Perbankan dalam mengadl kasus koperas 
yang melakukan tndak pdana perbankan 
tanpa jn. Sedangkan apabla menganalss 
berdasarkan asas lex specals derograte 
leg general (peraturan yang lebh khusus 
sfatnya mengalahkan peraturan yang 
lebh umum) maka akan terlhat bahwa 
UU Perbankan akan lebh tepat dgunakan 
dalam mengadl kasus koperas yang 
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melakukan kegatan perbankan tanpa 
jn. Hal tersebut dkarenakan walaupun 
koperas telah memlk peraturannya yang 
mengkhusus, namun apabla berkatan 
dengan melakukan tndak pdana perbankan 
maka tdaklah salah apabla melhat 
eksstens dar UU Perbankan. Karena 
ketentuan pertanggungjawaban koperas 
apabla melakukan tndak pdana perbankan 
telah datur dalam UU Perbankan maka UU 
Perbankan tentunya dapat dgunakan untuk 
mengadl koperas tersebut.
3.2 Pihak-Pihak Koperasi yang Dapat 
Dipertanggungjawabkan Pidana 
dalam Melakukan Kegiatan 
Perbankan Tanpa Ijin
Sepert yang telah djelaskan dalam 
sub bab sebelumnya, pengurus koperas 
harus bertanggungjawab apabla terjad 
tndak pdana melakukan kegatan perbankan 
tanpa jn. Hal n telah dkuatkan dengan 
menggunakan teor pertanggungjawaban 
pdana korporas yatu Identification Theory 
dan Vicarious Liability, dmana berdasasrkan 
teor n, majkan atau pmpnan adalah 
penanggungjawab utama dar perbuatan 
para bawahannya. Hal n dkarenakan 
koperas sebaga korporas, maka dalam 
pertanggungjawaban pdananya hanya 
manusa alamah lah yang daku sebaga 
subyek hukum. 
Koperas sebaga salah satu bentuk 
hukum suatu bank sepert yang tercantum 
dalam Pasal 21 UU Perbankan, dapat pula 
melakukan kegatan perbankan tanpa 
jn. Perbuatan yang dkategorkan atau 
diklasifikasikan sebagai tindak pidana 
perbankan terkat dengan perznan n 
adalah setap phak (orang dan/atau suatu 
korporas) yang mendrkan bank tetap tdak 
memenuh syarat-syarat atau ketentuan-
ketentuan yang telah dtentukan dalam UU 
Perbankan, phak yang mendrkan bank 
akan tetap bank tersebut ddrkan tdak 
berdasarkan atau tdak memenuh syarat-
syarat atau ketentuan-ketentuan yang 
dtetapkan oleh undang-undang Perbankan 
mengena syarat pendran suatu bank, maka 
phak pendr bank tersebut dapat dkatakan 
telah melakukan tndak pdana perbankan 
yang berkatan dengan perznan bank. 
Pendran bank yang tdak sesua 
dengan syarat-syarat atau ketentuan-
ketentuan yang telah datur secara tegas 
dalam UU Perbankan atau dengan stlah 
lan dapat dkatakan sebaga bank gelap 
dapat dkategorkan sebaga bentuk pertama 
tndak pdana perbankan menurut undang-
undang n.
Ketentuan mengena tndak pdana 
yang berkatan dengan bank gelap n dapat 
dtemukan dalam Pasal 46 UU No.7/1992 
jo. UU No.10/1998 tentang Perbankan. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat 
dlhat bahwa yang dancam dengan pdana 
berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) 
adalah setap orang (orang pada umumnya) 
yang menghmpun dana dar masyarakat 
dalam bentuk smpanan (yang melput 
tabungan, deposto berjangka, gro, dan 
lan sebaganya) namun dlakukan tanpa 
zn dar pmpnan Bank Indonesa atau 
dengan perkataan lan, dapat dkatakan telah 
membuat suatu bank atau suatu badan yang 
berfungs atau menjalankan tugas selayaknya 
atau seolah-olah sebaga sebuah bank namun 
tdak memperoleh zn usaha dar pmpnan 
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Bank Indonesa sehngga dkategorkan 
sebaga bank gelap. Hal nlah yang terjad 
pada Koperas yang melakukan kegatan 
perbankan tanpa jn. Koperas menjalankan 
tugas selayaknya atau seolah-olah sebaga 
sebuah bank namun tdak pernah memperoleh 
zn usaha dar pmpnan Bank Indonsa 
sehngga dkategorkan sebaga bank 
gelap dan dapat dkenakan sanks pdana 
berdasarkan Pasal 46 UU No.7/1992 jo. UU 
No.10/1998 tentang Perbankan. Sayangnya, 
dalam Undang-Undang Perkoperasan 
sendr belum ada ketentuan mengena 
tanggung jawab pdana bag koperas yang 
melakukan kegatan perbankan tanpa jn.
Sesungguhnya penggunaan Pasal 46 
UU No.7/1992 jo. UU No.10/1998 tentang 
Perbankan terhadap pertanggungjawaban 
pdana koperas yang melakukan kegatan 
perbankan tanpa jn sudah tepat. Hal n 
dkarenakan adanya teor hukum progresf, 
dmana dkarenakan adanya hambatan pada 
hukum tertuls saat n yang tdak dapat 
mengkut perkembangan yang terjad d 
kehdupan masyarakat karena hukum tertuls 
bersfat kaku sedangkan perkembangan 
dalam masyarakat terjad sangat cepat, maka 
peran hakm untuk mengs kekosongan 
hukum akbat ketertnggalan hukum dar 
perubahan masyarakat sangatlah pentng.
Hakm melalu teor hukum progresf 
melhat peraturan dalam UU Perbankan 
dapat memberkan keamanan untuk 
sementara bag masyarakat sampa nant 
dbentukannya peraturan perundang-
undangan khusus mengena perkoperasan 
yang baru sehngga keadlan dapat 
dberkan tdak hanya bag phak korban 
melankan juga bag pelaku tndak pdana 
tu sendr yatu dalam kasus n adalah 
koperas. Untuk mengatas permasalahan 
konflik norma dalam UU Perkoperasian 
dan UU Perbankan, juga dperlukan suatu 
formulas kebjakan baru d mana dalam 
UU Perkoperasan juga seharusnya datur 
mengena per-tanggungjawaban pdana 
bag Koperas.Dalam memformulaskan 
pertanggung-jawaban pdana koperas d 
masa yang akan datang, yakn dalam rangka 
pembaharuan hukum pdana (penal reform), 
peneliti mengidentifikasikan beberapa hal 
sebaga berkut:
1. Pengertian atau definisi Koperasi
2. Subjek Hukum
3. Dasar pemdanaan koperas
4. Klasifikasi perbuatan sebagai tindak 
pdana koperas dalam melakukan 
kegatan perbankan tanpa jn
5. Jens sanks terhadap koperas
Hal-hal tersebutlah yang sudah 
seharusnya datur dalam Undang-Undang 
Perkoperasan yang baru. Formulas yang 
novatf dperlukan dalam memberantas 
koperas yang melakukan kegatan perbankan 
tanpa jn. Dengan adanya formulas yang 
baru, maka koperas tdak akan lar lag 
dar keharusannya untuk bertanggung-
jawab secara pdana dan Indonesa sebaga 
negara hukum tdak akan lag dragukan atau 
dpertanyakan.
IV. SIMPULAN DAN SARAN
4.1.  Simpulan
1. Tndak pdana yang melbatkan 
koperas yang dapat dpdana adalah 
tndak pdana penggelapan, tndak 
pdana penpuan, tndak pdana 
perbankan, dan tndak pdana korups. 
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Berkatan dengan tndak pdana 
perbankan, pertanggung-jawaban 
pdana koperas apabla melakukan 
tndak pdana perbankan terkat 
perjnan dalam UU Perkopeasan 
mash sebatas pemberan sanks 
admnstras, padahal sesungguhnya 
koperas merupakan korporas sehngga 
bentuk pertanggung-jawabannya 
pun seharusnya pertanggungjawaban 
korporas. Sementara tu 
pertanggungjawaban pdana yang 
berkatan dengan koperas hanya 
dbebankan kepada pengurus/ pmpnan 
koperas yang memberkan perntah 
sehngga pertanggungjawabannya 
hanya dberkan kepada prbad 
masng-masng.
2. Menurut UU No.25/1995 tentang 
Perkoperasan tdak dkenal 
pertanggungjawaban pdana, yang 
dkenal hanyalah sanks admnstratf. 
Hal ini menimbulkan konflik 
norma dengan UU No.7/1992 
jo. UU No.10/1998 tentang 
Perbankan yang mengatur mengena 
pertanggungjawaban pdana koperas 
yang mana seharusnya koperas 
yang merupakan korporas dapat 
dpertanggungjawabankan pdana dan 
phak koperas yang bertanggungjawab 
dalam melakukan kegatan perbankan 
tanpa jn tersebut adalah pengurus 
koperas/pmpnan yang mem-berkan 
perntah.
1.2. Saran
1. Agar hakm untuk saat n tetap 
menggunakan UU Perbankan sebaga 
landasan hukum dalam pemberan 
pdana bag phak-phak koperas 
yang melakukan kegatan perbankan 
tanpa jn. Hal tersebut dkarenakan 
UU Perbankan lebh mengkut 
perkembangan yang terjad d 
masyarakat. 
2. Agar pemerntah kedepannya 
dapat membentuk peraturan 
mengena phak-phak yang dapat 
bertanggungjawab atas tndak pdana 
perbankan terkat perjnan yang 
dlakukan oleh koperas dalam UU 
Perkoperasan. Hal n dperlukan agar 
tdak terjad dsharmonsas antara UU 
Perkoperasan dengan UU Perbankan 
mengena pertanggung-jawaban 
pdana koperas sebaga korporas, 
dalam dalam melakukan kegatan 
perbankan tanpa jn. Formulas yang 
dperlukan adalah dbentuknya suatu 
rumusan yang jelas bak dar seg 
definisi koperasi, kepastian koperasi 
sebaga subjek hukum pdana, dasar 
pemidanaan koperasi, klasifikasi 
perbuatan koperas dalam melakukan 
tndak pdana perbankan tanpa jn, 
serta jens sanks terhadap koperas.
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